
 

  

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.262, 2020 KEMENKEU. Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan 
Harga Transfer. 

 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  22/PMK.03/2020 

TENTANG 

TATA  CARA PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER 

(ADVANCE PRICING AGREEMENT)  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 

kesepakatan harga transfer telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata 

Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga 

Transfer (Advance  Pricing  Agreement); 

  b. bahwa mengingat ketentuan mengenai tata cara 

pelaksanaan kesepakatan harga transfer sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a belum sepenuhnya sesuai dengan 

standar minimum dalam Rencana Aksi Nomor 14 Proyek 

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta 

untuk menyempurnakan ketentuan dimaksud agar lebih 

efektif dan memberikan kepastian hukum terutama terkait 

penentuan harga transfer, prosedur, jangka waktu, dan 

tindak lanjut permohonan pelaksanaan kesepakatan harga 

transfer, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan 

dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance  

Pricing Agreement); 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance 

Pricing Agreement); 

   

Mengingat :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

   2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4893); 

   3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

   4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5268); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA  

CARA PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER 

(ADVANCE PRICING AGREEMENT). 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

   

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang 

selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara 

Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra 

atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya 

pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. 

2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya 

disebut Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang 

terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam P3B. 

3. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement 

Procedure) yang selanjutnya disebut MAP adalah 

prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk 

menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 

penerapan P3B. 

4. Pejabat Berwenang (Competent Authority) terkait 

pelaksanaan MAP yang selanjutnya disebut Pejabat 

Berwenang adalah pejabat di Indonesia atau pejabat di 

Mitra P3B yang berwenang untuk melaksanakan MAP 

sebagaimana diatur dalam P3B. 

5. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) 

yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis 

antara: 

a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau  

b. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak 

pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak,  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) 

Undang­Undang mengenai Pajak Penghasilan untuk 

menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga 

transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba 

wajar dimuka. 

6. Harga Transfer adalah harga dalam transaksi yang 

dipengaruhi hubungan istimewa. 
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7. Naskah APA adalah dokumen yang berisi kesepakatan 

antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam 

negeri mengenai kriteria-kriteria dalam penentuan Harga 

Transfer dan penentuan Harga Transfer dimuka sesuai 

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha selama Periode 

APA serta Roll-back. 

8. Persetujuan Bersama yang selanjutnya disebut 

Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati 

dalam penerapan P3B oleh Pejabat Berwenang dari 

Pemerintah Indonesia dan Pejabat Berwenang dari 

pemerintah Mitra P3B sehubungan dengan MAP yang 

telah dilaksanakan. 

9. APA Unilateral adalah APA antara Direktur Jenderal 

Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri.  

10. APA Bilateral adalah APA antara Pejabat Berwenang 

Indonesia dan Pejabat Berwenang Mitra P3B yang 

dilaksanakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak 

dalam negeri. 

11. Periode APA adalah tahun pajak yang dicakup di dalam APA 

sesuai permohonan Wajib Pajak dalam negeri atau sesuai 

Persetujuan Bersama paling lama 5 (lima) tahun pajak 

setelah tahun pajak diajukannya permohonan APA. 

12. Roll-back adalah pemberlakuan hasil kesepakatan dalam 

APA untuk tahun-tahun pajak sebelum Periode APA. 

13. Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa satu sama lain. 

14. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib 

Pajak dengan Pihak Afiliasi. 

15. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa adalah 

transaksi yang meliputi: 

a. Transaksi Afiliasi; dan/atau 

b. transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak 

memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi 

dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi 

tersebut menentukan lawan transaksi dan harga 

transaksi. 
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16. Transaksi Independen adalah transaksi yang dilakukan 

antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan 

tidak dipengaruhi hubungan istimewa. 

17. Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang 

selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah 

penentuan harga dalam Transaksi yang dipengaruhi 

hubungan istimewa. 

18. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak 

Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (arm’s length 

principle/ALP) yang selanjutnya disebut Prinsip 

Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang 

berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang 

dilakukan sebagaimana Transaksi Independen. 

19. Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen 

yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar 

penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha 

dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak. 

 

Pasal 2 

(1) Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan permohonan 

APA kepada Direktur Jenderal Pajak atas Transaksi 

Afiliasi berdasarkan: 

a. inisiatif Wajib Pajak, berupa permohonan APA 

Unilateral atau APA Bilateral; atau 

b. pemberitahuan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak 

sehubungan dengan permohonan APA Bilateral yang 

diajukan wajib pajak luar negeri kepada Pejabat 

Berwenang Mitra P3B. 

(2) APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

mencakup seluruh atau sebagian Transaksi Afiliasi 

selama Periode APA dan Roll-back dalam hal Wajib Pajak 

meminta Roll-back dalam Permohonan APA. 

(3) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2) dapat berupa Transaksi Afiliasi antara Wajib 

Pajak dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya dan/atau 

dengan Wajib Pajak luar negeri. 
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